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ABSTRAK 

Dalam mewujudkan kebijakan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, Kabupaten Bantul melaksanakan pembangunan Rusunawa (rumah susun 
sederhana sewa) yeng telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa. Rusunawa yang dibangun oleh 
Pemerintah Kabupaten Bantul ini bisa di sewa oleh masyarakat berpenghasilan 
menengah kebawah yang diutamakan bagi masyarakat penduduk Bantul. Dalam 
menempati rumah susun calon penyewa harus melengkapi berkas-berkas dan syarat-
syarat, kemudian calon penyewa melakukan prosedur pendaftaran. Berdasarkan dari 
pendaftaran calon penyewa melakukan perjanjian sewa-menyewa kepada pihak 
pengelola dengan melakukan kesepakatan dengan surat pernyataan. Dalam 
pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang telah ditawarkan kepada masyarakat, 
kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para penyewa. 
Sehingga menjadikan pihak penyewa melakukan beberapa wanprestasi seperti 
melakukan keterlambatan pembayaran, tidak melakukan sesuai perjanjian yang 
disepakati, tidak melaksanakan peraturan dan tata tertib rumah susun. Perjajian ini 
menimbulkan kerugian bagi pihak pengelola.  

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan 
hukum yang dilakukan pengelola dalam kasus wanprestasi oleh penyewa rumah 
susun dan mengetahui apakah penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa-
menyewa rusun sudah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan Perda Nomor 06 
Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana di Kab. Bantul. Guna 
dalam menjawab permasalahan yang ada, penyusun melakukan penelitian lapangan 
(Field Reasearch) utuk memperoleh data-data primer  dari pihak pengelola rumah 
susun yang bersumber dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh 
langsung dari pihak pengelola dan penyewa rusunawa tersebut, yang menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. 

 Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelola telah melakukan beberapa upaya 
perlindungan hukum dan penyelesaian bagi penyewa yang melakukan wanprestasi. 
Namun demikian pihak pengelola tetap menerapkan sanksi yang tegas bagi pihak 
penyewa wanprestasi tanpa membedakan dengan penyewa lainya. Dalam penerapan 
sudah berdasarkan pada asas-asas iktikad baik, kepercayaan, kepatutan, kepastian 
hukum. Dalam penyelesaian kasus tersebut bahwa pihak pengelola sudah menerapkan 
sebagaimana rumusan masalah di atas. Sedangkan dalam proses penyelesaian pada 
kasus wanprestasi masih terdapat hambatan seperti masih ada yang tidak membayar 
sanksi denda, pihak pengelola memberikan teguran dan peringatan tetapi hanya 
diabaikan, keterlambatan pembayaran sewa, air dan listrik. Pihak pengelola dalam 
memberikan upaya perlindungan hukum lebih memberikan sanksi agar penyewa 
kedepannya harus melakukan sesuai apa yang telah diperjanjikan dengan melakukan 
prestasi. 
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HALAMAN MOTTO 

Kehidupan adalah persaingan yang kejam dengan alur sandiwara yang 

lucu. 

Dan kehidupan yang halal ketika kita mencarinya dengan keimanan.  

Karena Pandai ilmu belum tentu halal bila niat dan keimanan salah. 

Demi malam ketika menutupi dan apabila siang terang benderang, 

terciptanya laki dan perempuan, sesungguhnya usaha kalian memang 

berbeda – beda. 

 Adapun orang yang memberi dan bertakwa, dan membenarkan 

dengan kebaikan, maka Kami mudahkan baginya kemudahan.  

Dan adapun orang yang kikir dan merasa kaya, serta mendustakan 

kebaikan, maka Kami mudahkan baginya kesulitan.  

Bila kehidupan dicari dengan keimanan maka malaikat akan 

mendoakan mu 

Ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfaq dan berikanlah 

kerusakan kepada orang yang menahan.’ Dan Allah menurunkan 

dalam hal ucapan dua malaikat ini (Q.S Yunus ayat 25)  
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Upaya Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Yang Melakukan Wanprestasi Atas 

Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah Susun Sederhana Di Kab. Bantul sebagai tugas 
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Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam perkembangan pertumbuhan penduduk terjadi ledakan 

penduduk yang meningkat. Dengan bertambahnya penduduk yang sangat 

padat di daerah perkotaan tentu saja sarana prasarana mengalami peningkatan 

terutama di bidang perumahan. Perumahan merupakan kebutuhan pokok bagi 

masyarakat guna untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Perumahan sebagai 

fungsi alat pendukung terselenggaranya kesejahteraan masyarakat untuk 

pembinaan keluarga serta pendidikan yang nantinya akan meningkatkan 

kualitas generasi yang berjati diri. 

Oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Indonesia merupakan negara 

yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undang-

Undang Dasar 1945 pada alenia empat memiliki tujuan pembangunan nasional 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 

Memajukan kesejahteraan umum berarti memberikan keadilan bagi seluruh 

rakyat Indonesia baik dari sabang sampai merauke tanpa melihat dari satu sisi 

daerah tersebut. 
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 Dengan demikian demi mewujudkan kesejahteraan ini tentu saja 

pemerintah melakukan pembangun prasarana dengan menciptakan rumah 

sebagai alat untuk memenuhi masyarakat guna untuk berlindung. Agar 

nantinya masyarakat bisa menghuni rumah dengan layak, aman, harmonis, dan 

sehat.  

 Upaya tersebut bisa terciptanya kemakmuran sosial bagi masyarakat 

Indonesia dengan meningkatkan kesejahteraan baik dibidang papan, pangan, 

maupun sandang. Dalam hal ini perumahan atau rumah susun dapat 

menjadikan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang mempunyai 

penghasilan kurang. Seiring dengan keterbatasan lahan di area perkotaan tentu 

menjadi dorongan utama dalam pemberdayaan pembangunan tersebut. 

Bekaitan dengan minimnya lahan dan upaya peningkatan efektifitas 

penggunaan tanah serta untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi 

masyarakat tentu pemerintah mulai mencari solusi untuk melakukan 

pembangunan pada bangunan yang nantinya dapat digunakan untuk hunian 

dan bangunan tersebut bisa digunakan bersama-sama bagi masyarakat. Solusi 

tersebut menjadikan suatu konsep terbentuknya rumah susun. Rumah susun ini 

berarti bangunan yang bertingkat dengan bisa dihuni oleh banyaknya keluarga. 

Konsep tersebut menjadi berlakunya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Rumah Susun. 

Pembangunan tersebut nantinya dapat mengatasi permasalahan 

keterbatasan lahan yang ada, karena dengan adanya rumah susun dalam satu 
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wilayah dapat memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat di 

daerah tersebut. Adanya pembangunan rumah susun dapat mengurangi 

pemukiman kumuh yang di akibatkan oleh ketidakmampuan masyarakat 

dalam memenuhi tempat tinggal. Yang nantinya dapat terciptanya lingkungan 

yang bersih dan rapi. 

Peranan tersebut menjadikan tugas fungsi bagi pengelola yaitu 

Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kementerian Pekerjaan Umum adalah 

melakukan penataan kawasan kumuh perkotaan. Dalam rangka penataan kota 

tersebut bidang karya cipta dari periode 2010 sampai tahun 2012 tersebut telah 

berhasil melakukan pembangunan rumah susun umum sewa sebanyak 305,5 

Twin Blok atau 29.738 unit rusun. 

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kota yang berada di bagian 

selatan  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan 

Projotamansari yang memiliki wisata dan kuliner yang berbagai macam yang 

menyebabkan pertumbuhan di daerah maupun bertambahnya dari luar daerah 

untuk menjadi warga masyarakat Bantul semakin meningkat. Dilihat dari 

sensus penduduk jumlah penduduk di Kabupaten Bantul yang memiliki 17 

kecamatan 74 desa dan 933 pedukuhan dengan jumlah 955.015 Jiwa. Hal 

tersebut belum semuanya terdata dalam sensus apalagi pembangunan di 

wilayah Bantul mengalami peningkatan di bidang Infrastruktur. Menjadikan 

banyaknya pendatang dari luar daerah yang  menyerbu wilayah-wilayah 

strategis untuk dibelinya lahan yang nantinya dijadikan investasi baik usaha 

maupun rumahan. Tentu saja lahan-lahan tersebut tergusur dan mengakibatkan 
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kepadatan penduduk. Sehingga harga-harga lahan tersebut dari tahun-ketahun 

mengalami peningkatan yang drastis. Ini menjadikan banyak kalangan 

menengah kebawah tentunya bagi masyarakat Bantul mengalami kesulitan 

untuk mendirikan tempat tinggal yang dikarenakan kurangnya biaya untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut. 

Berdasarkan hal tesebut pemerintah daerah membuat suatu kebijakan 

dalam melakukan penyediaan pemukiman masyarakat berpenghasilan rendah. 

Kebijakan tersebut berupa pemberian fasilitas pembangunan rumah susun 

dengan system sewa atau rusunawa. Rusunawa ini merupakan bagian dari 

kekayaan pemerintah daerah yang keberadaannya dikelola secara maksimal 

agar dapat berdaya guna dan tepat sasaran.  

Dalam menjalankan tugasnya pengelola bagian Cipta Karya ini tentu 

saja sudah memberikan kepada masyarakat sebagai hak untuk melakukan 

kesejahteraan social. Dengan pembangunan ini bisa dilakukan dengan 

mendirikan 3 (tiga) rusunawa yang berbeda lokasi, yaitu  pertama Rusunawa “ 

Projo Taman Sari 1” berloksasi di Jl. Ringroad Selatan, Dusun Glugo Desa 

Panggungharjo Kec. Sewon. Kedua “Projo Taman Sari 2” yang berlokasi di Jl. 

Sumberan Tambak, Dusun Tambak, Desa Nestiharjo, Kec.Kasihan. Ketiga 

Rusunawa “ Projo Taman Sari 3” berlokasi di Dusun Pringgolayan, Desa 

banguntapan, Kec. Banguntapan. Dengan jumlah masing-masing rusun 2 twin 

blok. 1 

                                                             
1 Rusunawabantul.blgspot.com, diakses pada 12 desember 2016, pukul 20.00 WIB 
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Pada dasarnya rumah susun tersebut bisa untuk dihuni oleh masyarakat 

Bantul dan bagi masyarakat disekitar perbatasan Bantul. Dengan bangunan 

tersebut tersedia kusus bagi penyandang difabel. Hal ini menjadikan keadilan 

bagi setiap masyarakat yang ingin mendapatkan rumah tersebut sebagai hak 

sewa. Dalam pemberdayaan bangunan ini tentu sangatlah bermanfaat bagi 

masyarakat yang membutuhkannya. 

Dengan terbentuknya rumah susun tentu saja ada prosedur-prosedur 

hukum agar nantinya masyarakat dapat menggunakan fasilitas tersebut. Dalam 

pelaksanaan sewa-menyewa didasari dengan kesepakatan antara kedua belah 

pihak yang nantinya tidak akan saling merugikan. Pada peraturan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan-batasan tentang 

interprestasi resmi dari apa yang dinamakan perjanjian sewa-menyewa, 

berdasarkan pada pasal 1548 KUH Perdata : 

Sewa menyewa adalah suatu persetujuan denan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari 
suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan denganpembayaran suatu 
harga, oleh pihak tersebut belakangan itu di sanggupi pembayarannya. 

Menurut WiryonoProjodikoro,“perjanjian sewa-menyewa adalah 
sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam kitab Undang-
Undang Hukum Perdata dan merupakan perjanjian timbal balik yang selalu 
mengacu kepada asas konsensualitas atau berdasarkan kesepakatan para 
pihak daan merupaakaan salah satu jenis perjanjian yang sering terjadi di 
masyarakat.2. 

Pada uraian tersebut tentu pihak masyarakat sebagai penyewa harus 

melakukan perjanjian dengan pihak pengelola Cipta Karya agar terjadi 

                                                             
2 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum perjanjian dan Perikatan, (Jakarta : Pradya Paramita,, 

1987), Hal. 58 
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kepastian hukum kepada para pihak. Tentu pihak pengelola menyediakan 

persyaratan-persyaratan yang dapat dipenuhi oleh pihak penyewa  agar tidak 

terjadi pelanggaran hukum.  

Namun dalam pelaksanaan perjanjian ini masyarakat masih kurang 

mengerti dari persyaratan dan peraturan perjanjian yang digunakan dalam 

melakukan perjanjian sewa-menyewa rumah susun. 

Sementara itu para penghuni belum dapat beradaptasi tinggal di rumah 

susun tersebut, sehingga kebiasaan tinggal di rumah tampak masih di bawa di 

rumah susun. Banyak penghuni berasal dari kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah. Banyak di antara para penghuni berasal dari 

masyarakat terdampak program pembangunan maupun masyarakat yang tidak 

memiliki layak hunian. Sebelumnya para penghuni rusun sewa ini tinggal di 

bantaran sungai, tempat-tempat yang tidak layak huni, dan bertempat bersama 

orang tuanya setelah menikah tidak ada tempat karena keterbatasan tempat 

dan biaya. Dalam kehidupan sosial ekonomi para penghuni yang di bawah 

standar kelayakan. Akibatnya kemampuan dalam membayar sewa juga 

terbatas sehingga biaya pengelolaan oprasional, pemeliharaan dan perawatan 

rusun kurang mencukupi. Sementara pemerintah daerah setempat tidak 

mengalokasikan anggaran pengelolaan rumah susun tersebut. Akibatnya 

disitulah rumah susun yang telah terbangun kurang terpelihara dengan baik 

sehingga menjadi cepat rusak. Dengan keterbatasan biaya tentu saja 

menimbulkan banyak terjadi permaslahan-permasalahan yang dihadapi, 

sehingga pihak pengelola bekerja ekstra dalam melakukan pengelolaan 



7 

 

terhadap rumah susun tersebut. Secara langsung atau tidak langsung terjadinya 

pelanggaran perjanjian sehingga tidak terpenuhinya sebuah prestasi. 

 Dalam pelaksaan tentu terdapat kejanggalan sebagaiman diatur pada pasal 

1338 KUH Perdata yang di dalam perjanjian selalu ada dua subyek yaitu pihak 

yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak 

atas suatu prestasi. Di dalam pemenuhan prestasi atas perjanjian yang telah 

dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai dalam 

melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakaan kewajiban atau tidak 

melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi. 

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai rumah susun sederhana  khususnya yang ada di Kabupaten Bantul, 

dan untuk itu penulis memilih judul dalam penulisannya yaitu: 

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA YANG 

MELAKUKAN WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN SEWA-MENYEWA 

RUMAH SUSUN SEDERHANA DI KAB. BANTUL 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan pengelola dalam kasus 

wanprestasi oleh penyewa rumah susun? 
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2. Apakah penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa 

rusun sudah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata dan Perda No 06 Tahun 

2012 Tentang Pengelolaan Rusunawa Kab. Bantul ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang dilakukan pengelola 

dalam kasus wanprestasi oleh penyewa rumah susun 

b. Untuk mengetahui apakah penyelesaikan kasus wanprestasi dalam perjanjian 

sewa menyewa rusun sudah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata 

2.  Kegunaan dari Penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Teoritis  

Agar penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan baru bagi 

penulis dan pembaca terutama  mengenai perlindungan hukum yang dilakukan 

pengelola dalam kasus wanprestasi oleh penyewa rumah susun 

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan 

atas adanya bangunan rumah susun di Kabupaten Bantul bila nantinya 

terjadinya kejanggalan bagi para pihak dalam melakukan perjanjian sehingga 

terjadinya wanprestasi. 

D. Tinjauan Pustaka 

Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara 

penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat bahwasanya 
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penelitian ini adalah penelitian asli, ada beberapa tulisan. Antara lain sebagai 

berikut.  

  Pertama, skripsi yang disusun oleh Christanty Triwulan Ningrum, dengan 

judul “Pelaksanaan Sewa-Menyewa Rumah Susun Di Kota Surakarta Dalam 

Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.3Dalam skripsi tersebut 

membahas pengaturan sewa-menyewa rumah susun di Kota Surakarta apabila 

ditinjau dalam undang-undang hukum perdata serta pelaksanaan sewa-

menyewa sehingga penelitian tersebut mampu mengetahui pengaturan sewa-

menyewa yang nantinya kendala-kendala pelaksanaan tersebut mampu dalam 

menyelesaikan masalah-masalah itu. 

Kedua, skripsi yang disusun oleh Emi Faozah, dengan judul “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus 

di Bomb’s Brother Rent Car Yogyakarta)”4, dalam skripsi ini membahas 

tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan 

pengambilan sewa dalam mobil tanpa supir ditinjau dari hukum islam. Dalam 

skripsi ini, yang telah ditemukan ialah penyelesaian wanprestasi dalam 

perjanjian sewa-menyewa, dalam penyelesaian wanprestasi ini melalui 

beberapa tahapan sebagaimana penyelesaian dengan pembayaran sewa 

                                                             
3Christanty Triwulan Ningrum, “Pelaksanaan Sewa-Menyewa Rumah Susun Di Kota 

Surakarta Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Skripsi, Fakultas Hukum, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012 

4 Emi Faozah,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi sewa Mobil”( 
studi Kasus di Bamb’s Brother rent car Yogyakarta)”, Skripsi,Fakultas Syari’ah dan Hukum UIn 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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ditemempuhnya dengan batasan-batasan dalam pelunasan pembayaran maka 

dilakukannya kesepakatan bersama dan dilakukan keputusan dari para pihak. 

Dilakukannya keputusan ini dengan seadil-adilnya sehingga tidak ada satu 

pihak yang terzhalimi atau tidak ada yang dirugikan. 

Ketiga tesis tentang “Sewa Menyewa Satuan Rumah Susun Sederhana 

Sewa ( Rusunawa ) Untuk Penyediaan Hunian Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah Di Kota Padang”5. Disusun oleh Rizki Trianto berdasarkan pada 

penulisannya mengenai  bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perjanjian 

sewa – menyewa satuan  rumah susun ( rusunawa ) yang dilakukan oleh 

Pemkot Kota Padang dimana di dalamnya mencakup sewa menyewa 

merupakan suatu perjanjian konsensual yaitu bahwa ia sudah sah mengikat 

pada detik tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang 

dan harganya. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan 

dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu 

harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya 

(Pasal 1548 KUH Perdata).Dalam penelitian disebutkan bahwa kendala-

kendala dalam menyelesaikan perkara tersebut secara klarifikasinya dilakukan 

dengan berbagai tahapan-tahapan sebagaimana dengan melewati tahapan 

mediasi, kesepakatan yang nantinya timbul suatu titik terang yang dapat 

dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian. 

                                                             
5 Rizki Trianto ,Sewa Menyewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) 

Untuk Penyediaan  Hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kota Padang.Masters thesis, 
UNIVERSITAS ANDALAS. 2016 diakses pukul 20.00 Wib. 
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Dalam pengetahuan penulis, penelitian tentang upaya perlindungan hukum 

dalam kasus wanprestasi atas perjanjian sewa-menyewa rumah susun 

sederhana di Kab. Bantul belum penah dilakukan oleh peneliti lain. Sehingga, 

kami penulis mencoba melakukan penelitian ini yang nantinya bisa dijadikan 

pengalaman dan bisa mendapatkan ilmunya dalam penulisan. 

E. Kerangka Teori  

1. Pengertian Perjanjian 

Dalam suatu perjanjian tentu mempunyai istilah dalam hal ini hukum 

perjanjan dalam bahasa inggris disebut dengan istilah “contract”, yang dalam 

penerapannya dianggap sama dengan istilah “perjanjian”. Namun hukum 

perjanjian ini berbeda dengan istilah “perikatan” karena perikatan 

dimaksudkan sebgai semua ikatan yang diatur didalam KUH Perdata, jadi baik 

itu perikatan terbit karena undang-undang atau perikatan terbit dari suatu 

perjanjian. Adapun pengertian perjanjian sebagai berikut : 

Perjanjian adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang 

menimbulkan, modifikasi, atau menghilangkan hukum. Kemudian  

berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian yaitu suatu 

perbuatan diamana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang lain atau lebih.6 

2. Syarat sah perjanjian 

                                                             
6 Munir Fuadly, Konsep hukum Perdata, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 179. 
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Suatu perjanjian dianggap sah bila mana menimbulkan akibat hukum yang 

telah disepakati dan dibuat secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut 

sah dan mengikat sebagai berikut : 

1) Syarat Umum Sahnya Perjanjian 

Syarat umum terhadap sahnya suatu perjanjian ialah seperti diatur dalam pasal 

1320 KUH Perdata, yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, 

yaitu sebagai berikut : 

a) adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian; 

b)  adanya kecakapan berbuat dari para pihak; 

c)  adanya perihal tertentu; 

d) adanya kuasa yang diperbolehkan. 

2)  Syarat Tambahan Sahnya perjanjian 

Syarat tambahan terhadap sahnya suatu perjanjian yang berlaku terhadap 

seluruh bentuk dan jenis perjanjian adalah sebagaimana yang disebutkan 

dalam pasal 1338 ayat 3 dan pasal 1339 dalam KUH Perdata. 

Selanjutnya, menurut system hukum perdata Indonesia, syarat kesepaktan 

kehendak dianggap tidak terpenuhi manakala terjadi7. 

a. Paksaan 

b.  Penipuan 

                                                             
7Ibid,, hlm 329 
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c. Kesilapan 

3. Pengertian Sewa-Menyewa 

Dalam kamus besar bahasa indonesia pengertian sewa adalah, 

pemakaian sesuatu diman dengan membayar uang, atau melunasi dengan apa 

yang ia punya sedangkan menyewa adalah, memakai 

(meminjam/menampung) dengan membayar uang sewa. Sewa-menyewa 

adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu 

barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang 

oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya. Demikianlah 

defenisi yang diberikan oleh Pasal 1548 KUHPdt, mengenai perjanjian sewa-

menyewa.8  

Sewa-menyewa, seperti halnya dengan jual-beli dan perjanjian-

perjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. Artinya, ia 

sudah sah dan mengikat pada detik tercapai-nya sepakat mangenai unsur 2 

pokoknya, yaitu barang dan harga. 

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk 

dinikmati oleh pihak yang lain, sedangkan kewajiban pihak yang terakhir ini 

adalah membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki 

seperti halnya dalam jual¬beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati 

                                                             
8http://paringan.blogspot.co.id/2015/11/sewa-menyewa-dalam-hukum-perdata.html diakses 

pukul 20.00 WIB 
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kegunaannya. Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat 

menyerahkan kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. 

Berdasarkan pasal 1550 KUH Perdata Pihak yang menyewakan mempunyai 

kewajiban : 

a. menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; 

b. memelihara barang yang disewakan sedemikian hingga itu dapat dipakai 

untuk keperluan yang dimaksudkan; 

c. memberikan kepada si penyewa kenikmatan tenteram dari barang yang 

disewakan selama berlangsungnya persewaan. 

 

4.  Pengertian Wanprestasi 

Mengenai perumusan Wanprestasi, sekalipun ada perbedaan dalam 

cara merumuskan, pada umumnya (secara garis besar) para sarjana 

merumuskannya sebagai berikut:9 

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaaan, dimana debitur 

tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya denga baik, dan 

deebitur punya unsur salah atasnya. 

Perlu di simpulkan bahwa wanprestasi berangkat dari prinsip yang 

kewajiban harus atau wajib dipenuhi oleh debiture dengan baik. 

                                                             
9 J. Satrio, “Wanprestasi menurut KUH Perdata”, Doktrin, dan Yurisprudensi, Bandung: 

PT. Citra Aditya Bakti, 2014, Hlm. 3 
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Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila 

pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya. 

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, 

yakni: 

a. Berbuat sesuatu; 

b. Tidak berbuat sesuatu; dan 

c. Menyerahkan sesuatu. 

Dalam restatement of the law of contacts (Amerika Serikat), Wanprestasi atau 

breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu:10 

a. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin 

dilaksanakan; 

b. Partial breachts artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk 

dilaksanakan. 

Seorang debitur baru  dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi 

oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga 

kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka 

kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah 

yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian  

                                                             
10 Ibid hlm 8 
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapanagan (Field research), ialah 

penelitian yang langsung dilakukan ke objek penelitian untukpenelitian untuk 

mendapatkan data yang erat kaitannya. Didalam melakukan penulisan hukum 

ini, penulis secara langsung di Dinas Perkerjaan Umum bagian pengelola 

Cipta Karya dan Rumah Susun di Kab. Bantul untuk mengetahui informasi 

dan memperoleh data untuk melakukan penulisan sebagaimana yang tertera 

pada rumusan masalah tersebut. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan 

sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, 

untuk kemudian di dianalisis dan diskripsikan dari data yang diperoleh. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum bagian pengelola Cipta 

karya, Kab. Bantul dan Rusunawa Projo Taman Sari 1, Sewon, Bangunharjo, 

Bantul. Yang pada umumnya melaksanakan kegiatan pengelolaan sewa rumah 

susun yang telah disediakan untuk masyarakat disekitar Kab.Bantul. 

4.  Sumber Data 

Sumber data adalah sumber yang dimana data diperoleh dan digunakan untuk 

penelitian. Dalam penelitian ini sumber data meliputi sebagai berikut : 

a. Sumber data primer  
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Sumber data primer mencakup para pihak yang terkait langsung dengan 

wawancara dilapangan, sehingga permasalahan yang diteliti dapat diperoleh 

dilokasi penelitian, yakni di bagian pengelola di kantor Pekerjaan umum dan 

lokasi rumah susun Kab. Bantul. 

b. Data sekunder 

Data sekunder digunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data 

primer, yang nantinya meliputi perundang-undangan, artikel, buku-buku, dan 

keperpustakaan. 

5. Pedekatan Penelitian 

Sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan 

pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah 

berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, Sedangkan empiris yakni 

penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di 

lapangan yang erat kaitannya dengan proses upaya perlindungan dalam 

wanprestasi dirumah susun. 

6. Teknik Pengumpulan 

a. Wawancara (Interview) 

Salah satu alat untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik 

wawancara. Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan 
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pula.11 Atau sebuah dialog yang dilukan pewawancara untuk meperoleh 

informasi dari responden.12 Wawancara yang diigunakan dalam penelitian 

dilaksanakn dengan beberapa pertanyaan, tetapi tidak menutup kemungkinan 

muncul pertanyaan yang baru yang ada hubungan dengan permasalahan, 

dengan ini peneliti ingin mendapatkan informasi atau data untuk menjawab 

masalah penelitian yang tidak dapat diperoleh dengan teknik pengumpulan 

data lain. Wawancara ini dianggap efektif karena langsung bertemu dengan 

pimpinan pengelola dan staf-staf pengelola rumah susun di bagian Cipta 

Karya di Dinas Pekerjaan Umum dan Rumah susun sederhana. 

b. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistimatik terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.13 Selanjutnya observasi berfungsi 

sebagai explorasi dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas 

tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara 

memecahkannya.14 Sehingga, nantinya dapat melihat secara langsung dan 

melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam observasi ini 

                                                             
11 Nurus Zuriah, Metode penelitian Sosial dan Pendidikan, Toeri dan Peraktik, ... ...,hlm. 

179. 

12 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Peraktek, (Jakarta: Remaja Rosda 

Karya, 1993), hlm. 7. 

13 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm 

106. 

14 S. Nasution, Metoe Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm 106. 
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dilakukan langsung dating ke Rumah susun sederhana sewa di Kabupaten 

Bantul 

c. Dokumentasi  

Peneliti menggunakan dokumentasi secara langsung datang ke Dinas 

Pekerjaan Umum dan Rumah Susun di Kab.Bantul. Guna mendapatkan data 

penelitian untuk menunjang analisis data penelitian sehingga metode 

penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal. 

d.  Analisa Data 

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis 

data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam pola, 

kategori menjadi satu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja. Namun, ini belum dapat dipakai untuk menyusun 

suatu konstruktif diskriptif fakta. Kemudian untuk menganalisa data yang 

diperoleh, penulis menggunakan metode diskriptif analisis artinya data yang 

berupa ucapan, tulisan dan prilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian 

dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, data tersebut perlu 

diolah dan dianalisa dengan baik agar data tersebut bermakna. Adapun metode 

yang peneliti gunakan adalah deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang 

berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum menuju pada 

pertanyaan yang bersifat khusus, dengan penalaran yang bersifat rasional. 

Kemudian dianalisis secara Komparatif, yaitu mengkaji proses penyidikan 
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yang dilakukan oleh anak tersebut dengan cara membandingkan dengan data 

yang diperoleh. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam 

penulisan skripsi ini akan disusun kedalam lima bab, yaitu: 

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum 

dari penelitian yang ingin disusun oleh penyusun. Didalamnya dijelaskan 

mengenai latar belakaang, rumusan massalah, tujuan, kegunaan penelitian, 

telaah pusstaaka, kerangka teoritik. Selanjutnya pada bab ini menggunakan 

metode penelitian seperti jenis penelitian, ssifat penelitian, pendekatan, 

sumber data, metode pengumpulan data, dan padaa aakhir dari bab ini diajikan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, merupakan teori yang menjelaskan tentang wanprestasi, 

pelanggaran hukum, pejanjian, hukum dasar perjanjian, syarat-syarat 

perjanjian, asas-asas perjanjian, dan hak kewajiban. Kemudian nantinya 

disajikan kendala-kendala terjadinya wanprestasi dalam sewa-menyewa rumah 

susun di Kab. Bantul. 

Bab ketiga, pada bab ini berisi tentang gambaran umum terhadap sewa-

menyewa rumah susun di Kab. Bantul yaitu meliputi sebagaimana tentang 

pengertian sewa-menyewa, kewajiban pihak pengelola, kewajiban pihak 

penyewa, pelaksanaan sewa-menyewa, pelanggaran wanprestasi yang 

terjadidan resiko serta tanggung jawab khususnya dibagian rumah susun lalu 
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nantinya membahas tentang gambaran umum tentang wanprestasi perjanjian 

sewa-menyewa rumah susun. Dan bagaimana syarat dalam sewa-menyewa 

guna menempati tempat. 

Bab keempat, pada bab ini peniulis memapaarkan data-data yang telah 

diperoleh dari peenelitian di lapangan dengan cara analisis data-data yang 

diperoleh dan mengkorelasikannya dengan referensi-referensi literature yang 

terkait dengan penelitian. Didalamnya meliput pembahasn mengenai jawaban 

atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah tersebut. 

Bab kelima, merupakan bab terakhir, dalam bab ini membahas kesimpulan 

yang diambil dari  pembahasan tersebut bab dua sampai empat secara 

sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan 

informasi tesebut telah sesuai dengan rumusan masalah pada bab 

pertama,serta penulis ini akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan oleh penulis. 
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BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab terdahulu, penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam suatu perjanjian tentu para pihak yang yang mengikat harus 

berdasarkan asas kepercayaan bahwa dalam perjanjian pihak pengelola 

dan pihak penyewa telah melakukan kesepakatan dengan melakukan 

pernyataan diatas materai sehingga apa yang sudah diperjanjian telah 

memenuhi rasa kepercayaan satu sama lain, tentu dari itulah pihak 

penyewa bisa melakukan prestasinya yang sudah  tertera dalam perjanjian 

serta pihak pengelola juga bisa menjalankan prestasinya dengan 

memberikan kewenangannya sebagai menjalankan kewajiban yang 

seharusnya dilakukan dalam isi perjanjian. Kemudian dalam pemberian 

perlindungan hukum pihak pengelola tidak hanya memberikan kepada 

pihak penyewa yang melakukan prestasi dalam sewa-menyewa rumah 

susun tetapi pihak pengelola juga memberikan perlindungan hukum 

kepada pihak yang melakukan wanprestasi demi melakukan atau 

meberikan rasa keadilan dan asas kepatutan . Adapun upaya perlindungan 

hukum yang diberikan pihak pengelola kepada pihak penyewa rumah 

susun sebagiamana memberikan dispensasi yang berupa keterlambatan 

pembayaran air dan listrik, memberikan penyelesaian secara mediasi baik 
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dalam masalah perjanjian sewa-menyewa maupun dikarenakan konfik 

antar penghuni, memberikan sosialisasi tentang sewa menyewa serta 

sosialisasi mengenai kemasyarakatan, memberikan penjaminan keamanan 

kepada pihak penyewa 24 jam, dan  memberikan pembetulan serta 

perawatan fasilitas umum yang sudah didasarkan dalam perjanjian. 

2. Penyelesaian kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa rumah 

susun sederhana di Kab. Bantul pada praktiknya sudah sesuai dengan apa 

yang menjadi substansi perjanjian KUH Perdata dan Perda Kab. Bantul 

Nomor 06 Tahun 2012 Tentang  Pengelolaan Rumah Susun Sederhana 

Sewa.  Dalam hal ini dalam pelaksanaan penyelesaian kasus wanprestasi 

bahwa pihak pengelola mendepankan asas-asas perjanjian yang berdasar 

pada asas kepastian hukum dimana dalam penyelesaian ada dasarnya 

undang-undang dengan nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi 

siapapun; serta menjadikan pedoman,mengayomi; dan melindungi bagi 

pihak pengelola dan penyewa. Kemudian dalam substansi perjanjian pihak 

pengelola melakuakan sebagaimana dengan menerapkan asas kepatutan 

dan keadilan kepada pihak penyewa tanpa membandingkan pihak yang 

melakukan prestasi maupun wanprestasi. Dalam hal ini pihak pengelola 

menerapkan asas keseimbangan  yang dimana pihak pengelola mempunyai 

kewenangan dalam menuntut suatu prestasi yang dilakukan dalam 

perjanjian dan dapat melakukan penuntutan pelunasan pihak penghuni atas 

yang disepakati dalam perjanjian. Tetapi pihak pengelola juga mempuyai 

tanggung jawab atas beban dalam perjanjian dengan memberikan secara 
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iktikad baik sehingga menjadikan kedua belah pihak mempunyai 

kedudukan keseimbangan yang sama. 

Saran 

Setelah penyusun melakukan penelitian, penyusun memiliki saran untuk pihak-

pihak yang terkait diantarannya : 

1. Pihak pengelola atau penyedia jasa rumah susun dalam surat perjanjian 

dalam Pasal 6 dalam pemberian somasi atau yang tertera bahwa sanksi 

berupa teguran secara lisan, tertulis, pengenaan denda, pembongkaran dan 

pemutusan perjanjian sewa sepihak lebih diperjelas maksudnya sesuai 

pada Perda Kab. Bantul Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Rusunawa mengenai Sanksi Administratif agar pihak penyewa lebih 

mengetahui secara rinci dan jelas. 

2. Pihak penyewa untuk lebih mematuhi dan memenuhi apa yang sudah 

diperjanjikan dengan melakukan kewajiban sebagai penyewa. 

3. Pihak pemerintah dalam memberikan proses sewa hunian agar 

mempermudah dan mempercepat dalam proses dalam menghuni dan 

menyediakan web khusus tentang rumah susun di Kab. Bantul agar 

masyarakat bisa mengetahui informasi dengan cepat. 
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